
dengan 
tentang Perubahan Atas 
Tahupn 2011 ten tang 
Perundang-Undangan 
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1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi 
Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan 
Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik .· 
Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Ndjmt 1106); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
Pembentukan · Peraturan 
(Lembaran Negara Republik 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (4), 
Pasal 35 ayat (6), Pasal 37 ayat (2), Pasal 43 ayat (2), Pasal 
45 ayat (3) dan Pasal 50 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 4 
Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, 
Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, perlu 
menetapkan Peraturan Gubemur tentang Peraturan 
Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 
tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum 
dan Perlindungan Masyarakat; 

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Mengingat 

Menimbang 

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 
2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN 

UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 

TENTANG 

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT 
NOMOR TAHUN 2022 

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT 



ten.tang Pernenuhan 
Penyediaan Sarana - dan 
Teknis Operasional dan 
Pamong Praja (Berita Negara --- 
2019 Nomor 550); 

11. 

10. 
Lembaran NegaraRepublik 

9. 

8. 

Menteri Dalam Negeri Nomor 120 
Perubahan Atas Peratura11 
Nomor 80 Tahun 2015 .tentang 
Hukum Daerah (Berita Negara 
Tahun 2018Nomor 157); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 
Pem binaan dan Pengawasan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Indonesia Tahun 201 7 
Lembaran Negara Republik ......... , ... '"', .... ...,,u= 

4. Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 
Pernerintahan Daerah (Lembaran Negata I<eptil)lil{ /··- .-­ 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambhlla1~ - 
Lembaran Negara Republik Indonesia .Non1ori.ss8'7)" 
sebagaimana telah diubah -beberapakali}1aritetakhir. 
dengan Undang-Undang Nomor 1 Taht1r12022tenili11g 
Hu bungan Keuangan Antara Pemerintah · Puiif. dari> · 
Pemerintahan Daerah (Lembaran. Negara iRep-ublik _ 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tamba.h~.n Le111b~r~rii 
Negara Republik Indonesia Nornor 6757); -- --- -- - - --- - -- 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri 
2011 tentang .Standar Operasional 
Polisi Pamong Praja [Berita 
Tahun 201 l Nomor 705); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri 
2015 ten tang Pembentukan -- 

Lernbaran Negara 



Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat, 
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai 

Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pemerintahan yang menjadi kewenangan 
Kalimantan Barat, 

3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat. 
4. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya 

adalah perangkat daerah yang dibentuk 
Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala 
ketenteraman, ketertiban umum 
perlindungan masyarakat. 

5. Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol 
Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah yal'lg. 
pegawai negeri sipil dan diberi .tugas, tanggung 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
peraturan daerah dan peraturan kepala .daerah; 
keten teraman, ketertiban urnu1n serta erlindtinga!.4··· .;.UJ=~~'"a..L 

Pasal 1 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

PERATURAN GUBERNUR .: 
PELAKSANAAN PERATURAN 
TAHUN 2021 TENTANG 
KETENTERAMAN, 
PERLINDUNGAN MASYARAKAT .. · 

Menetapkan : 

MEMUTUSKAN: 

Provinsi Kalimantan 
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 20 

.· :' ... · : 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun20~0· ···· 
tentang Penyelenggaraan Ketertiban ilJ111ll.111 
Ketenteraman Masyarakat Serta. Perlhicl1111~a.K ·. · .. 
Masyarakat (Berita Negara RepublikIridoneaia Tahun. 
2020 Nomor 548); 

13. Peraturan Daerah Nomor 4 .Tahun 
Penyelenggaraan Ketenteraman, 
Perlindungan Masyarakat (Lembaran 
Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 
Lembaran Daerah Provinsi Kalimantari 

14. Peraturan Gubernur Nomor 120 
Kedudukan, Susunan Organisasi, .Tugas 
Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong. 
Kalimantan Barat (Berita Daerah 
Barat Tahun 2016 Nomor 120) 
diu bah dengan Peraturan Gubernur 
2019 Ten tang Kedudukan, 



6. Ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat: 
adalah suatu tatanan yang sesuai dengan .ka1dah hukum, norm.a\ 
agarna, norma sosial dan peraturan perundang-undangan sehingga • . 
terselenggaranya sendi-sendi kehidupan yang menjamin rasa .aman 
dan tenang baik bagi masyarakat, bangsa dan negara. 

7. Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum .adalah upaya 
dan kegiatan yang cliselenggarakan oleh Satpol PP .yang 
memungkinkan Pemerintah Pusat, Pernerintah Daerah clan 
masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalarn situasi dan kondisi 
yang tenteram, tertib dan teratur sesuai dengan kewenangannya · 
untuk penegakan peraturan daerah provinsi dan peraturan kepala 
daerah. 

8. Gangguan Ketenteraman Masyarakat yang selanjutnya disebut . 
Gangguan Ketenteraman adalah kondisi setiap individu yang tidak 
nyaman karena tidak terpenuhinya kebutuhan dasar. .· . 

9. Gangguan Ketertiban Urnum yang selanjutnya disebut Gangguan 
Ketertiban adalah semua kondisi yang tidak teratur disebabkan oleh 
perilaku tidak taat kepada hukum, norma, serta kesepakatan umum 
sehingga mengakibatkan terganggunya kepentingan umum. 

10. Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas .·· ... · ... -. 
segenap upaya clan kegiatan yang dilakukan dalam rarigk:a 
melind ungi masyarakat dari gangguan yang diakiba.tka.i1. oleh . 
bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas /membantu···. 
penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akiba.t . 
bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman 'dan 
ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kema.syara.l{afa.n, 
membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban .pada sa.a.t.··. 
pernilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah dan pemilihan · 
umum serta membantu upaya pertahanan negara: 

11. Deteksi Dini adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan yang 
dilakukan oleh pesonil Satpol PP baik secara .langsung maupun .tidak: 
langsung clalam rangka rnendapatkan informasi melalui iperigawa.~a11, 
pengarnatan, pencarian, dan pengumpulan . bahan k:etera.riga.n 
tentang suatu persoalan gangguan ketertiban umurn <dan ·.··· 
ketenteraman masyarakat sehingga apabila persoalan tersebut > 
muncul di permukaan sudah diketahui terlebih dahulu. .· . .: ··. 

12. Cegah Dini aclalah segala usaha pekerjaan dan kegiatan yang . . 
dilakukan oleh personel Satpol PP baik secara langsu:ng rnaupun 
tidak langsung dalam rangka mencegah permasalahan tersebut 
rnuncul di permukaan clan mencegah jangan sampai 111ertlpe11garul1i ·.·•. 
sistem yang sudah ada. 

13. Pembinaan adalah proses, cara, usaha, tindakan, dan kegiatan. . 
secara efisien dan efektif untuk meningkatkan kepatuhan wa.rga < 
masyarakat, aparatur atau badan hukurn terhadap peraturan daerah 
dan/atau peraturan gubernur demi terwujudnya 'ketertiban. uri1t1fo · 
dan ketenteraman masyarakat. 

14. Pengawasan adalah tindakan teknis dan 
dilaksanakan oleh pernerintah provinsi 
peraturan daerah. 

15. Penyuluhan adalah penyampaian informasi dengan 
mempengaruhi atau memperbaiki perilaku sosial 
lingkungan masyarakat, 



16. Penindakan adalah suatu proses yang meliputi pemaiiggilan, 
pemeriksaan dan penyelesaian. ·.·. . > ······•·· i > 

1 7. Penertiban adalah suatu cara atau proses dan tindakan untuk . 
menertibkan dalam rangka penegakan peraturan daerah dan/atau .· 
peraturan gubernur. 

18. Pencegahan adalah tindakan mencegah secara dini terjadinya 
pelanggaran peraturan daerah dan peraturan pelaksananyaserta ... 
gangguan ketenteraman, ketertiban umum, dan .· perlindungan ··· · 
masyarakat. 

19. Patroli aclalah kegiatan sebagai usaha mencegah terjadirtya gangguan 
ketertiban umum clan ketenteraman masyarakat, deriga11··· iCara .: ··.·.··.····· .. ·.·. 
mendatangi, menjelajahi, mengamati, mengawasi, memperhatikan .·. 
dan melakukan tindakan preventif atas situasi dan/ atau kondisi · · . 
yang diperkirakan akan menimbulkan gangguan nyata, 

20. Pengawalan adalah penjagaan keselamatan terhadap . 
pejabat/orang-orang penting (Very Important . Person/VIPJ yang > 
merupakan sebagian tugas melekat Satpol PP sebagai apa1·at.·.········ · .. 
Pemerintah Daerah dalam rangka menyelenggarakan ketertiban 
umum clan ketenteraman masyarakat, . . . 

21. Pengamanan adalah segala usaha atau . kegiata:n/operasi yang\ ... 
clilakukan oleh Satpol PP dalam melinclungi, . menjaga, · )clan 
memelihara terhadap personil, materil, aset clan dokumen agar .arnan. ·· 
dan kondusif. 

22. Non Yustisial adalah tindakan terhadap warga masyarakat, aparatur, 
atau baclan hukum berupa peringatan clan/atau penghentian 
sementara kegiatan yang melanggar peraturan daerah dah perati.rtai'l . . . 
gubernur. . ·. · · > 

23. Unjuk rasa aclalah kegiatan yang clilakukan seseorang Ettatt Jebih ... 
untuk rnengeluarkan pikiran clengan lisan, tulisan, ctan .sebagainya. 
secara demonstratif dimuka umum yang berkaitanHenganpera.turarL· 
daerah, peraturan gubernur, kebijakan Pemerintah da1~ kebijakan >··. 
lainnya yang terkait dengan Pemerintah Daerah. . .. . .... · 

24. Kerusuhan massa adalah suatu situasi kacau.trusuhdankekacauarr, 
yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok n1a.ssa .berupa 
tindakan anarki yang membahayakan keselamatan .jiwa, :harta dan· 
benda seperti tindakan kekerasan, pengrusakafrfasilitas\lmuin,\aset. 
daerah clan rumah ibadah sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

25. Penegakan peraturan daerah aclalah segala bentuk .upaya yang i 
dilakukan oleh Pol PP yang bersifat preemtif, preventif, dan represif i -: · 
guna meningkatkan ketaatan masyarakat. . . .... . 

26. Tindakan penertiban non yustisial adalah tindakan yang dHa.kul{a11 ( 
oleh Pol PP dalam rangka menjaga clan/ atau memulihkan k:etertiban 
umum dan ketenteraman masyarakat terhadap pelanggara.fr iPerda 
clan/atau Perkada dengan cara sesuai clengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan dan ticlak sampai proses peradilan, . . .·· .. ·.· 

27. Pembebanan biaya paksaan penegakan hukurn adalah. sariksf 
tambahan clalam bentuk pembebanan biaya kepada .. Pelanggar 
peraturan daerah diluar ketentuan yang diatur dalam ketentuan . 
pidana, 



[t"- · .• ~""~~1···········.····.· .. ·.·· . 
...J.~~-+-~~_..!i....--:-~__,,~~ 

(1) Gubernur berwenang dan bertanggungjawab 
ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan 
daerah, · 

(2) Wewenang dan tanggungjawab Gubernur 
pada ayat ( 1), dengan melakukan '-'""'l"-·'-''"" 

a. menyelenggarakan penegakan Peraturan 
Gubernur; dan/atau 

BAB II 
PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KET:ERTIBAN 

PERLINDUNGAN MASYARAKA T 

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Gube.muriniaclalah 
a. penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan 

masyarakat; 
b. deteksi dini dan cegah dini; 
c. pembinaan dan penyuluhan; 
d. patroli; 
e. pengamanan; 
f. pengawalan; 
g. penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa; 
h. penertiban; 
i. penerapan sanksi administratif dan/ atau ..,,.,.,,. ... ,..,,.,...,...._._,.,.,..u 

penegakan hukum; 
J. pembinaan dan pengawasan; 
k. pelaporan; 
1. pemberian insentif; dan 
rn. pembiayaan. 

Pasal 4 

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubemur ini adalah: 
a. rnernberikan landasan. yuridis terhadap kebijakan 

menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban 
perlindungan masyarakat di daerah; 

b. memelihara dan menciptakan rasa aman, tenteram 
mewujudkan upaya perlindungan bagi masyarakat 

c. membangun pastisipasi masyarakat untuk .turut 
penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum 
masyarakat. 

Pasal 3 

Maksud dari Peraturan Gubernur ini adalah sebagai 
bagi Pemerintah Daerah melalui Satpol 
penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum 
masyarakat. 

Pasal 2 

28. Paksaan pemerintah adalah sanksi 
tindakan nyata untuk menghentikan 
memulihkan dalarn keadaan semula. 

29. Surat Tanda Bukti Pelanggaran yang selanjutnya disingkaf STBP 
adalah surat yang diberikan kepada orang darr/atau badan .yai1g 
melakukan pelanggaran terhadap ketertiban umumyang hetisil{an< 
Identitas pelanggar, ketentuan pasal yang dilanggar, besai·nya, biayR > 
denda adrninistrasi, tindakan-tindakan yang har11s dilakuka1{ . 
pelanggar, batas waktu pemenuhan sanksi, konsekuensi 
sanksi tidak dipenuhi. 

·adniinisfratif .··i•i<:herr~a .iii ···· 
pelanggara:rl •.•. dan/at~ll ·.· .... 

Pasal 5 



Pasal 7 

Pasal 6 

(1) Penanganan gangguan ketenteraman, ketertiban . .umum . dan: 
perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat. 
(2) huruf b, dilaksanakan berdasarkan: 
a. lokasinya lintas kabupaten/kota; 
b. penggunai-iya Iintas kabupaten/kota; .· . ·. . .. · 
c. manfaat a tau dampak negatifnya lintas kabupateri/kota; dan/ata.11 . 
d. penggunaan sumberdayanya lebih efisien jika dilakukan .. oleh.•··.·· . 

daerah. ·· · 
(2) Penanganan gangguan ketenteraman, ketertiban umum . 

perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud . pada ayat•. 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

b. melakukan penanganan gangg1.1an ketenteraman, ···. ketertibah · · 
umum dan perlindungan masyarakat pada li11tl:l.s 
kabupaten/kota. . 

(3) Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubemur sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf a, dengan cara: 
a. melakukan tindakan penertiban non yustisial .terhadap warga 

masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan 
pelanggaran; 

b. menindak warga masyarakat, aparatur dan badan hukum yang 
mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; 

c. melakukan tindakan administratif terhadap warga .masyarakat, 
aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran; . . . 

d. melakukan tindakan pencegahan terhadap gangguan 
ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; 

e. memberikan perlindungan kepada masyarakat, > pengarriana.n .··· 
terhadap fasilitas umum dan sosial, kantor-kantor dan\aset milik . 
pemerintah daerah; dan 

f. pemantauan kegiatan penanganan gangguan ketenteraman, 
ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. 

Pelaksanaan ketenteraman yang dilakukan oleh SatpolPP, Jnelipufi:. . .. • ...... 
a. mewujudkan kondisi tertentu dari suatu kegiatan dalan1.k:ehid1.1pan < . 

bermasyarakat yang telah memenuhi norma moral dan etika; ·.· .•.. . • • ( • < .. · .. · ... 
b. menyelenggarakan dimana keadaan pemerintah daerah bersa1na-i· · 

sama masyarakat dapat melakukan kegiatan •secara•·an1an{teftihdan····.···· 
teratur; . . . . .· .: · .: • /. . . > / < 

c. melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat, aparatur . 
a tau badan hukum untuk berkewajiban menjaga .• kett;nterarn?-n. ·.··· 
masing-masing dengan cara mematuhi PeratU:ran . Daerah dan•· 
Peraturan Gubernur; dan . · . .: ... 

cl. pelaksanaan ketenteraman harus berpedoman . kepada .•...• stan.clar .. · .. · 
Operasional Prosedur Satpol PP dan peraturan perundang-iindarigan; • · .. · 

Pasal 8 

Perlindungan masyarakat dilakukan dalam bentuk: . . ·· .··. < <i / 
a. memberikan perlindungan terhadap masyarakat dengan memeliha5a i .•. 

keamanan clan menciptakan .rasa nyaman, tenteram dan damai serta< ·••·· 
terlindunginya hak masyarakat; . · .. · . · .· · · · .. · · .. · ·. 

b. membantu melakukan upaya penanganan bencana gunamengura11gi ., 
dan memperkecil resiko sosial dan/ atau kegiatan sosial · 
kemasyarakatan; · 

c. membantu melakukan evakuasi terhadap warga 
wilayah/lokasi terjadinya bencana dan/ atau 
ketenteraman dan ketertiban; dan/ a tau 

f~__:_---~~---~.....,_..,.,.......~~"'."STI' 



( 1) Dalam melaksanakan deteksi dini, Satpol PP inelaksar1~ka11 i · 
pengamatan, pencarian, da.11 pengumpulan informasi R\Vctl.••.terkait.<>>•····· 
dugaan adanya gangguan ketenteraman dan ketertiban umu1n.. i < 

(2) Pengamatan, pencarian, dan pengumpulan inforrnasi awa.l terkait .. 
dugaan adanya gangguan · ketenteraman dan ketertiban 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan dengan: ·· 
a.surveylapangan;dan 
b. penyiapan administrasi. 

(3) Penyiapan administrasi sebagaimana dimaksud pacla ayat(2) huruf.b 
meliputi: · 
a. surat perintah tugas; 
b. dokumen pendukung; dan/ atau 
c. dokumen lainnya. 

Bagian Kedua 
Pelaksanaan 

Pasal 12 

Bagian Kesatu 
Perencanaan 

Pasal 11 

Perencanaan deteksi dini dan cegah dini dilaksanakan • Sa.tpotPP melaltli > 

rapat internal terkait gangguan ketenteraman dan ketertiban 
untuk menentukan: 
a. personil; 
b. peralatan; dan/ a tau 
c. metode penanganan. 

BAB III 

DETEKSI DINI DAN CEGAH DINI 

( 1) Pelaksanaan ketertiban umum dilakukan melalui tahapan: 
a. perencanaan; 
b. pelaksanaan; dan 
c. pelaporan. 

(2) Tahapan pelaksanaan ketertiban umum sebagaimana dimasud pada. 
ayat (1) meliputi kegiatan: 
a. deteksi dan cegah dini; 
b. pembinaan dan penyuluhan; 
c. patroli; 
d. pengamanan; 
e. pengawalan; 
f. penanganan unjuk rasa dan kerusuhan masa; dan 
g. penertiban. 

Pasal 10 

d. membantu melakukan rehabilitasi, relokasi, rekonsHiasi dan/atau . 
rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akiba.fbyhc:a.na .. ·. 
dan/ atau gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertibarr. ·. 

Pasal 9 
( 1) Perlindungan masyarakat dilaksanakan oleh Pemerintah 

melalui Satpol PP dengan membentuk Satgas Linmas berdasark&n 
kewenangannya. 

(2) Perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud . pada aya( (1), 
dilaksanakan sesuai tahapan dan tata cara .·· pada 
Operasional Prosedur Satpol PP dan/ atau Peraturan Peru!1dar1g- 
U ndangan, 

KARO 
mrn:ulld +.,;.,........;.;+;..;~.;.;.......;+,-,.;;..;,.;r......;..r~=~:1 



( 1) Pemanggilan resmi sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 
dilakukan dalam hal: 
a. ditemukan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum; 
b. ada laporan masyarakat; clan/ atau 
c. tindak lanjut deteksi dini. ----.,--------. ........ --_..;.-r~-~-,, 

ltA.t'/.0 

Pasal 19 

Pembinaan oleh Satpol PP dilaksanakan melalui: 
a. pemanggilan resrni; 
b. surat teguran; dan/ atau 
c. wawancara. 

Pasal 18 

( 1) Satpol PP melaksanakan pembinaan kepada: 
a. orang perorangan; 
b. kelompok masyarakat; dan/ atau 
c. badan usaha. 

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan 
dengan kebutuhan di lapangan. 

Pasal 17 

Bagian Kesatu 
Pembinaan 

BAB IV 
PEMBINAAN DAN PENYULUHAN 

Satpol PP dan/ atau Perangkat Daerah teknis terkait dapat rnelakukan 
kegiatan cegah dini sewaktu-waktu tanpa didahului deteksi dini. 

Pasal 16 

Dalam hal gangguan ketenteraman dan ketertiban umum tidak 
berpotensi menimbu1kan konflik dan dampak di masyarakat, 
kewenangan pengawasan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah .teknis 
terkait. 

Pasal 15 

a. pengawasan;dan 
b. mediasi. 

cara: 

( 1) Dalam hal gangguan ketenteraman dan ketertiban um um berpotensi 
menimbulkan konflik clan dampak di masyarakat, Satpol PP 
menindaklanjuti dengan cegah dini. 

(2) Cegah dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 

Pasal 14 

Hasil kegiatan deteksi dini dapat berupa keterangan bahwa: 
a. gangguan ketenteraman dan ketertiban urnurn berpoterisi . 

menimbulkan konflik dan dampak di rnasyarakat; atau 
b. gangguan ketenteraman dan ketertiban umum tidak berpotensi 

menimbulkan konflik. 

Pasal 13 

(4) Dokurnen lainnya sebagairnana dirnaksud pada ayat (3) huruf c 
paling sedikit beru pa: 
a. forrnulir; dan/atau 
b. berita acara. 



KARO t>ERll.!IIGKA'I' 0/1.ElitJUt 
H:UKUM - t>EllllttAWU'tl!JI, 

Pasal 23 

( 1) Satpol PP melaksanakan penyuluhan kepada: 
a. orang perorangan; 
b. kelompok masyarakat; dan/ atau 
c. badan usaha. 

(2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun. 

Pasal 24 
( 1) Dalam melaksanakan Penyuluhan, 

sarana prasarana pendukung. 
(2) Sarana clan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

sedikit meliputi: - 
a. bahan presentasi; 
b. alat presentasi; dan/ atau 
c. kendaraan operasional. 

Wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
pada saat pengawasan langsung di lapangan. 

Bagian Kedua 
Penyuluhan 

Pasal 22 

Surat teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
dalam hal: 
a. ditemukan pelanggaran gangguan ketenteraman dan .ketertiban 

umum; dan/ a tau 
b. surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal -_ 20 

dilanggar. 

Pasal 21 

Pasal 20 

(1) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 
ayat (2) huruf a ditemukan adanya pelanggaran gangguan 
ketenteraman dan ketertiban umum, pihak terkait atau para pihak 
yang dipanggil membuat surat pernyataan. 

(2) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi: 
a. pernyataan telah memahami ketentuan peraturan perundang­ 

undangan; dan 
b. kesanggupan untuk menaati ketentuan peraturan 

undan.gan. 

(2) Pemanggilan resmi sebagaimana dimaksud pada .ayat (1) 'dilakukan 
untuk: . _ - 
a. rnendapatkan klarifikasi dari pihak terkait atau para pihak; dan 
b. menjelaskan ketentuan peraturan perundang-undangan. 



~0 l'JfflANOWI.T D~ 
m:rKUM l"E~. 

Pengamanan dilakukan oleh Satpol PP yang terdiri atas: 
a. pengamanan wajib; clan 
b. pengainanan berclasarkan permohonan perang~at daeral'l. .... · 

Pasal 30 

Bagian Kedua 
Pelaksanaan 

Perencanaan Pengamanan dilakukan dengan menetapkan • 
obyek, waktu pelaksanaan, ternpat, bentuk clan 
serta administrasi pelaksanaan, 

Pasal 29 

Bagian Kesatu 
Perencanaan 

BAB VI 
PENG AMAN AN 

Pasal 28 

( 1) Satpol PP membentuk Regu Patroli. 
(2) Regu Patroli sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 

seorang Komandan. Regu. .··•·· > ·.·.·. > < 
(3) Komandan Regu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabaf paling 

rendah oleh Pejabat Fungsional minimal golongan III.a. · ·· 

( 1) Patroli dilakukan secara: 
a.pengawasan;dan 
b. khusus. 

(2) Patroli pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat(l) hurtifa 
dilakukan secara rutin berdasarkan ketugasan Satpol PP. · 

(3) Patroli khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan insidentil sesuai dengan kebutuhan. 

Pasal 27 

( 1) Patroli dilakukan oleh Satpol PP da:n dapat melibatkan 
Daerah dan Instansi terkait. 

(2) Patroli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakuka.ri. dengan cara 
mendatangi, menjelajahi, mengamati, mengawasi, .memperhatikan, . · 
dan melakukan tindakan preventif atas situasi dan/ atau kbndisl > 

yang diperkirakan akan menimbulkan gangguan Ketenteraman dan 
Ketertiban Umum. 

Pasal 26 

Bagian Kedua 
Pelaksanaan 

Perencanaan Patroli untuk menetapkan sasaran, waktu, objek, 
bentuk patroli, dan administrasi pelaksanaan. 

Pasal25 

Bagian Kesatu 
Perencanaan 

BABV 
PATROLI 



Penanganan unjuk rasa dan kerusuhan 
menetapkan sasaran, objek, waktu 
metode pelaksanaan, serta administrasi pelaksanaan. · 

Pasal 35 

Bagian Kesatu 
Perencanaan 

BAB VIII 

Pengawalan sebagaimana dimaksud dalam 
terhadap Gubernur dan/atau Wakil Gubernur. 

Pasal 34 

Satpol PP melaksanakan Pengawalan dengan cara: 
a. berjalan kaki; dan 
b. mengendarai kendaraan bermotor. 

Pasal 33 

Bagian Kedua 
Pelaksanaan 

Perencanaan Pengawalan dilakukan dengan 
waktu pelaksanaan, tempat, bentuk dart 
administrasi pelaksanaan. 

Pasal 32 

Bagian Kesatu 
Perencanaan 

BAB VII 
PENGAWALAN 

Pasal 31 

(1) Pengamanan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasali32 
dilakukan terhadap: 
a. aset daerah; dan 
b. pejabat daerah; 

(2) Aset daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 
sedikit meliputi: 
a. kantor gubernur; 
b. rumah dinas gubernur, wakil 

dan/atau 
c. kantor perangkat daerah. .·· .. .. .. ·.··. . . > .. · . ••••.·.···.·.· 

(3) Pejabat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat { 1) hurufb paling 
sedikit meliputi: · · .· 
a. gubernur; 
b. wakil gubernur; dan/ atau 
c. sekretaris daerah 

(4) Pengamanan terhadap pejabat daerah sebagaimana dimaksud. 
ayat (3) dilakukan pada: 
a. rumah dinas; 
b. kantor; 
c. lokasi yang dikunjungi; dan/ a.tau 
d. upacara dan acara pentingyang dihadiri. 



Pasal39 

Sasaran dan objek sebagaimana dimaksud 
meliputi: 
a. tertib tata ruang; 
b. tertib jalan; 
c. tertib sungai; 
d. tertib kelautan dan perikanan; 
e. tertib lingkungan; 
f. tertib energi dan sumberdaya mineral; 
g. tertib kehutanan; 
h. tertib sosial; 
i. tertib pendidikan; 
J. tertib perizinan; 
k. tertib barang milik daerah; 
1. tertib bangunan; 
m. tertib pajak daerah dan retribusi daerah; 
n. tertib kesehatan; 
o. tertib tempat hiburan dan keramaian; dan 
p. tertib keadaan bencana. 

: '., -.··. 

Perencanaan penertiban dilaksanakan. dengan rrienefa.pka11: .. i 
a. sasaran dan objek; · ·· 
b. waktu pelaksanaan; 
c. tempat; 
d. bentuk dan metode penertiban; 
e. persiapan administrasi pelaksanaan; dan 
f. sarana prasarana pendukung. 

Pasa.138 

BAB IX 
PENERTIBAN 

Bagian Kesatu 
Perencanaan · 

Pasal 37 

Dalam hal terjadi kerusuhan massa, Satpol PP melakukan: 
a. pengamanan aset daerah; 
b. kornunikasi dengan perangkat daerah terkait, 

indonesia, dan/ atau kepolisian negara republik 
menyiapkan bantuan personil Satpol PP; dan 

c. membantu mengendalikan massa. 

. . 

Penanganan unjuk rasa dilaksanakan oleh Satpol PP dengan: · 
a. survey lapangan; . . .: .• · ... ··· ... ·· .. 
b. komunikasi dengan perangkat daerah terkait, . tentifra 

Indonesia, dan/ atau kepolisian negara.republik indonesia; / 
c. penyiapan personil Satpol PP; 
d. pengamanan aset daerah; 
e. negosiasi dengan pengunjuk rasa; dan/ atau 
f. upaya penyelesaian aksi unjuk rasa. 

Pasal 36 

Bagian Kedua 
Pelaksanaan 



KARO 
mrKUM 

. . 

( 1) Sanksi peringatan lisan dan tertulis dikenakan ··. kepada w-a.rga .. 
masyarakat, aparatur dan badan hukum yang melanggar l<:etentua.n····· 
tertib tata ruang, tertib jalan, .tertib sungai, tertih kel~titan dan • . .· 
perikanan, tertib lingkungan, tertib energi sumberdayami11eral,<Jeftil)·.·.·· 
kehutanan, tertib sosial, tertib .pendidikan; .·tertib\ perizi11a1, <tertib.ii··· 
barang milik daerah, tertib bangunan, tertib pajak daerah .. da.n. i. 
retribusi daerah, tertib kesehatan, tertib tempat hfl:Yllb:U1 dari .· 
keramaian clan tertib keadaan bencana. . . . . . · ... · ... ·· .. · · .... · • . . . i • .. 

(2) Pelaksanaan sanksi adminstrasi kepada warga masyarakat, apata.turi 
dan badan hukum yang · melakukan pelanggaran seba.gairri&ha >. 
dimaksud pada ayat ( 1), dilakukan terlebih dahulu de11gru.t 
peringatan lisan, peringatan tertulis I, II dan HI. . . .: > . 

(3) Tindakan yang dilakukan pada saat pelaksanaan peringatantertulisI 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah: . . .·· .. .: ': ·· < .. ··.··.· .. ·· .. · .·.· •.. ·•··.·.· 
a. penindakan terhadap para pelanggar peraturan daerah dan .. 

peraturan gubernur, terlebih dahulu menanda.tariganh s~fra.t .· .· 
pernyataan bersedia dan .sanggup mentaati dan>ITlem~tuhi sertai·.·.·.· 
melaksanakan ketentuan dalam waktu 7 (tujuh) hariterhitung i> 
sejak penandatanganan surat pernyataan. · · · · · 

b. apabila tidak melaksanakan dan atau mengingkari 
pernyataannya, maka akan diberikan: 
1) surat teguran pertama, dengan tenggang waktu 7 (tujuh) 

terhitung sejak diterbitkan; 
2) surat teguran kedua, dengan tenggang . waktu 5 (lirha) 

terhitung sejak diterbitkan; 
3) surat teguran ketiga.: dengan tenggang waktu 3 

terhitung sejak diterbitkan. 

Bagian Kesatu 
Peringatan Lisan dan Tertulis 

Pasal 42 

BABX 
PENERAPAN SANKS! ADMINISTATIF DAN/ATAU 

PEMBEBANAN BIAYA PAKSAAN PENEGAKANHUKUM ·· 

Pasal 41 

Penertiban oleh Satpol PP dapat dilakukan berdasarkan: 
a. teguran tertulis; 
b. pengaduan masyarakat; dan/atau 
c. kegiatan rutin. 

Pasal 40 

( 1) Pelaksanaan penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 
harus mempunyai landasan hukum, tidak melanggar Hak Azasi 
Manusia dan dilaksanakan sesuai dengan Standar ··· Operasional 
Prosedur Satpol PP dan/ atau Peraturan Perundang-Undangan. 

(2) Setiap Perangkat Daerah wajib melaksanakan pengawasan, 
pembinaan dan pengendalian sesuai dengan tugas, fungsi 'dan 
kewenangan masing-masing, 

(3) Hasil pengawasan, pembinaan, dan pengendalian sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) berupa teguran tertulis. 

(4) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadidasar 
penertiban oleh Satpol PP. 

Bagian Kedua 
Pelaksanaan 



( 1) Pencabutan sementara izin dapat 
masyarakat, aparatur dan badan usaha yang . .I.UvUCU.1.f:,E,CCU lr,.,.t,,o,,~;+'(,d'i; 

tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 

Pasal 46 

Bagian Keempat 
Pencabutan Sementara Izin 

Bagian Ketiga 
Penghentian Tetap Dari Kegiatan · 

Pasal 45 

( 1) Penghentian tetap dari kegiatan dapat 
masyarakat, aparatur dan badan hukum 
tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

(2) Penghentian tetap dari kegiata:ri "'"lJ<C~j':,<;.UJ .. ac,..a"' .... Hi~ .... ~u., 
dilakukan apabila penghentian sementara 
sebelurnnya, tetapi pelanggar masih tidak 4~~--~~,..~~,_ ... .a.c . .u,.n.,.u. 

(3) Kepala Satpol PP memberikan rekomendasi 
dilakukan penghentian tetap dari kegiatan 
dilakukan. 

(4) Atas rekomendasi sebagaimana dimaksud 
Perangkat Daerah yang membidangi wajib 
tetap dari kegiatan. 

Penghentian sementara dari kegiatan dicabut, 
kewajiban pelaksanaan sanksi administrasi. 

Pasal 44 

Pasal 43 

(1) Penghentian sementara dari kegiatan dapat dikenakan.kepada.\Varga{ 
masyarakat, aparatur dan badan hukum yang melanggar keten.tuart 
tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat(4) hurufa.. • . ./ 

(2) Penghentian sementara dad kegiatan sebagaimana dirnakSt1d. padai . 
ayat (1) dilakukan apabila upaya lain telah dilaksanakan 
sebelumnya, tetapi pelanggar rnasih tidak mengindahkrui.( i·.••.> /·.•ii 

(3) Kepala Satpol PP memberikan rek01nendasi kepada Kepala(Eerangka.t < 
Daerah yang membidangi untuk dilakukan menghen.tikan.se1nentaia • 
dari kegiatan atas pelanggaran yang dilakukan. .· . .·.·· -. · · .•. i\>•··•. i. >. 

( 4) Atas rekomendasi sebagaimana dimaksud ··• pada. aya( (2) I{epala · .. 
Perangkat Daerah memproses penghentian · sementara dari kegiata.11. .· · 

Bagian Kedua 
Penghentian Sementara Dari Kegiatan 

(4) Setiap orang atau badan yang tidak 111.engir1dahkan saiiksi < 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) maka dHanJutkari/ · · 
dengan sanksi beru pa: · · · · ·· · · · · · 
a. penghentian sementara dari kegiatan; 
b. penghentian tetap kegiatan; 
c. pencabutan sementara izin; 
d. pencabutan tetap izin; 
e. penyitaan benda dan/ a tau kendaraan; 
f. penutupan atau pembongkaran; dan/atau 
g. penyegelan. . . 

(5) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disesuaikarr. 
dengan jenis pelanggaran dan kondisi pelanggaran. · · 



Pasa.149 

( 1) Penyitaan benda dan/ atau kendaraan 
masyarakat, aparatur clan badan 
tertib sebagaimana dimaksud dalam 

(2) Penyitaan benda dan/ atau kendaraari 
ayat ( 1) dilakukan oleh .Satpol PP 
telah dilaksanakan sebelumnya, tetapi 
mengindahkan. 

(3) Benda dan/atau kendaraan 
sebagaimana dimaksud pada 
kewajiban pelaksanaan sanksiadminis ...... 
belas) hari sejak terjadinya .pelanggaran, .<.LLWCU.<.< 

kendaraan tersebut menjadi milik 
dilelang atau dimusnahkan. 

(4) Benda yang disita terkait pelanggaran 
ayat (3) jika sifatnya basah ;ata.u 
apabila tidak dipenuhi kewajiban 
paling lambat 2 x 24 (dua kali dua puluh ,., ....... I.JU. ... 

dimusnahkan. .· 
(5) Penyitaan benda dan/atau 

ayat (3) dan (4), dibuat ~ .. U~LU 

yang terdiri dari 1 (satu) 
(satu) rangkap 
Bidang yang membidangi Penegakan 
( satu) rangkap sebagai arsip yang ~i~,u4,,..,.~~4 

Pasal 48 

(1) Pencabutan tetap izin dapat dikenakan 
aparatur clan badan usaha yang 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 

(2) Pencabutan tetap izin sebagaimana 
dilakukan apabila upaya 
dilaksanakan se belumnya, 
mengindahkan. 

(3) Kepala Satpol PP memberikan 
dilakukan pencabutan tetap 'izin 

(4) Atas rekomendasi sebagaimana ..... u ... u., .... ~ .... 

memproses pencabutan tetap .izin. 

Pencabutan sementara izin dicabut, apabila 
pelaksanaan sanksi administrasi. 

Bagian Ke1ima 
Pencabutan fain Tetap 

(2) Pencabutan sementara izin 
dilakukan apabila upaya lain .telah uuc.u'-.OC.:Lu.ai"'""" ...... ""'~IJ,~H,l.UJ.J..q 

pelanggar masih tidak mengindahkan. . 
(3) Kepala Satpol PP memberikan rekomendasi 

dilakukan pencabutan sementara izin atas 
dilakukan. 

(4) Atas rekomendasi sebagaimana dimaksud 
Perangkat Daerah yang membidangi .wajib' 
sementara izin. 

Pasal 47 



Pasal 52 

(1) Dalam hal pemilik bangunan gedung tidak .melak.sanaka11 
pembongkaran sendiri sebagaim.ana dimaksud dalam Pasal 51 aya.t __ 
( 1), maka dapat dilakukan bongkar paksa, • _ _ _- _ _ _ _ _ < _-_ __ . _ i > 

(2) Bongkar paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (l) d.Haksa11~J:aff i.--- - 
oleh Satpol PP berkoordinasi dengan instansi terkait. - - - 

(3) Pelaksanaan bongkar paksa sebagaimana dimaksud 
dilengkapi dengan surat tugas dan berita acara. 

Pasal 51 . .. . . .. 

(1) Pemilik bangunan gedung sebagaim.ana dimaksud d&lani Pasat 50 
ayat (3) harus melaksanakan pembongkaran sendfrL da.1~111 ]~11.gl<a.< 
waktu paling lama 4 (empat) hari kalender sejak Surat Perlntah -- 
Penutupan atau Pembongkaran diterima. _ _-- _- _ _ - - - - 

(2) Surat Perintah Penutupan atau Pembongkaran 
ditandatangani sebagaimana dimaksud pada 
menjadi batal dengan sendirinya apabila: 
a. bangunan yang melanggar telah dibongkar; dan/ atau __ _ _ _ 
b. apabila telah dipenuhi kewajiban pelaksanaan .sanksi administrasi. .. > 

Bagian Ketujuh 
Penutupan Atau Pembongkaran 

Pasal 50 

(1) Penutupan atau pembongkaran dapat dikenakan kepada warga 
masyarakat, aparatur dan badan usaha yang melanggar ketentuan 
tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42ayat (4) huruff. - - 

2) Penutupan atau pembongkaran dapat dilakukan apabila upaya 
peringatan tertulis telah dilaksanakan sebelumnya, .tetapi pelanggar - 
masih tidak mengindahkan. _ __ _ 

(3) Penutupan atau pembongkaran sebagaimana dimal{SUd pada ayat 
( 1) dilakukan setelah terlebih dahulu disampaikan Surat Pedntah_ 
Penutupan a.tau Pembongkaran yang sudah ditandatangm1.i pl~11 . 
PPNS atau Kepala Satpol PP kepada pemilik bangunan gedung a.tau . -- __ - 
pihak yang dapat m.ewa.kili paling lama 5 (lima) hari kerii_ setela.h. • 
Surat Perintah Penutupan atau Pembongkaran ditanda.tal1garii. > 

(4) Dalam hal pemilik bangunan gedung dan/atau pihakyang clapat 
mewakili sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidal{: bersedia - 
menerima atau tidak ada di tern.pat, ma.ka Surat PerintahPen.tlfupart < .. 
atau Pembongkaran dapat disampaikan melalui Ketua RT/Ketua -- 
RW /Lurah/Kepala Dese./Camat setempat. _ .; _ __ _ > --- ---- __ •••• _.- ..' _---- - 

(5) Pihak yang dapat mewakili pemilik bangunan gedung sebagaima.na.(/-­ 
dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat berupa .pegawai, pe;kerja - 
pelaksana dan/atau petugas keamanan yang berada di 1okasi - 
bangunan. 

. . .. 

(6) Benda dan/atau kendaraan yang disita terkait p¢Ianggaran 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3 )dapat _ diambil oleh Jang > 
bersangkutan, apabila telah melaksanakan kewajiban pelaksarlaa.n -­ 
sanksi administrasi dengan membawa tanda bukti pembayaran STBP 
dan Berita Acara Penyitaan. 

(7) Benda da.n/atau kendaraan yang disita terkait .pelanggaran 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diambil oleh perwakilan, 
apabila telah melaksanakan kewajiban pelaksariaan · sanksi - 
administrasi dengan membawa tanda bukti pembayaran STBP clan 
Surat Kuasa. 

!'E~GKATD~ 
FEMRAKAl'fl!IJ'I. 



Pasa.154 

( 1) Paksaan Pemerintahan diberikan 
dan/ atau kegiatan dengan terlebih 

(2) Paksaan Pemerintah sebagaimana -L,·L·~~~~ 
dijatuhkan tanpa didahului dengan 
pelanggaran yang dilakukan menimbulkan: 
a. ancaman yang sangat serius bagi manusia 

hid up; . .· 
b. dampak yang lebih besar dan 

dihen tikan pencemaran · da:n/ a tau· 
c. kerugian yang lebih besar bagi 

segera dihentikan pencemaran 
(3) Teguran tertulis sebagaimana i ... i .... ,,.~..,, ..... 

Perangkat Daerah yang .u .... ,~ ........ .., ... , :.u.L;,.;.L 

( 4) Penerapan sanksi Paksaan 
PP bersama-sama dengan Perangkat 

Bagian Kedelapan 
Tata Cara Penyegelan ·· 

Pasa1·53 
( 1) Penyegelan dapat dikenakan kepada warga 
badan hukum yang melanggar ketentuan .tertib 
dalam Pasal 42 ayat (4) huruf g .. 
(2) Penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ~·.L~~·~ 

a. penyampaian surat segel; 
b. pemasangan papan segel; clan/ atau 
c. penutupan lokasi. 

(3) Surat segel sebagaimana • dimaksud 
ditandatangani oleh Kepala Satpol PP. 

(4) Surat segel yang sudah ditandatangani 
ayat (3), selanjutnya disampaikan oleh · 
warga rnasyarakat, aparatur clan badan 
dapat mewakili paling lama 5 (Hrna) hari 
ditandatangani. . · 

(5) Dalam hal warga masyarakat, aparatur dan ...,~-=·L L 
yang dapat mewakili sebagaimana 
bersedia menerima atau tidak ada ditempat, .LL.LVI .. U.<,C 

disampaikan melalui Ketua RT/Ketua 
Desa/ Camat selempat. 

(6) Pihak yang dapat rnewakili orang atau ..., ..... , .......... 
pada ayat (5) dapat berupa pegawai, 
petugas keamanan. 

(7) Pemasangan papan segel sebagaimana .dimaksud 1-1cL, ... cv,a. 

b, menggunakan papan segel yang memuat ""<A,'..;,C\,.J. 

penyegelan. · 
(8) Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud 

menggunakan: 
a. gembok; 
b. rantai; 
c. pengelasan;dan/ a tau 
d. pita pembatas. 

Bagian · Kesembilan · 
Paksaan Pemerintahan 



Bagian Kesepuluh 
Prosedur Administrasi Pengenaan Sanksi 

Pembebanan Biaya Paksaan 

Pasal 57 
( 1) Orang atau badan yang tertangkap 

langsung melakukan pelanggaran · 
Satpol PP, diberikan STBP yang berisikan: 
a. identitas pelanggar; 
b. ketentuan pasal yang dilanggar; 
c. besarnya biaya denda administrasi; 
d. tindakan-tindakan yang harus dilakukan pelanggaf; 
e. batas waktu pemenuhan sanksi; dan · ···· · · 
f. konsekuensi apabila sanksi ...,.,...,cu,.. 

(2) Selain menerbitkan STBP sebagaimana -A····~~~~ 

dan/ a tau Satpol PP dapat melakukan: 
a. penahanan sementara kartu ta.rida 

lainnya; 
b.penahanan dan/atau pamusnahan 

pelanggaran dengan membugj, .Jlfm· ~it.Etraf.--4~fr"'""""7""":'77t""'"'.'77•7'."."';P71 

( 1} Biaya paksaan penegakan .: hukum 
Pasal 55 ayat (3) dibayarkan ke 
dalarn jangka waktu 2 X 24 ( dua 
ditetapkan. . . 

(2) Apabila pembayaran tidak dilaksanakan 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), .... .u .. , ...... u. 

tindakan hukum sesuai ketentuan 
yang berlaku. 

Bagian Kesepuluh .... 
Pembebanan Biaya Paksaan Penegakari 

Pasal 55 

( 1) Setiap pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 
Pasal 14, Pasal 15, Pasa.l 16, Pasal 17, Pasal 
Pasal 22, Pasa.123, Pasal 25, Pasal 26 danPasal 
Nomor 4 Tahun 2021 tentang .· 
Ketertiban Umum da.n .Perlindungan 
pembebanan biaya paksaan penegakanhukum. 

(2) Pengecualian dari pembebanan biaya 
diberikan terhadap pelanggaran tertib 
daerah dan retribusi daerah dan ~£A.~~AA~A~ 

peraturan perundang-undangan. 
(3) Pembebanan biaya paksaan 

dimaksud dalam Pasa.1 49 
tentang Penyelenggaraan 
Perlindungan Masyarakat 
melanggar keten tuan Pasal 12, Pasal . 
Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 21, 
dan Pasal 27, dik:enakan biaya yang 
operasiona.l penegakan hukum sebesar 
ribu rupiah) dengan jaminari 
waktu kartu tanda penduduk a tau 

( 4) Pelanggar yang dikenak:an sa.nksi 
Pasal 49 ayat (1), dapat memperoleh 
membayar biaya paksaan penegakan 
kewajibannya sebagaimanadiatur dalam 

(5) Pelaksanaan pembebanan .• biaya paksaan. 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( I], 
diluar peradilan. 



. . . . 

(1) STBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), dib11atdalarn---·-· 
rangkap 3 (tiga) yang terdiri dari 1 (satu) rangkap dib~rik~nkepaii8, . 
pelanggar, 1 (satu) rangkap disimpan/disampaika.rii kepada pPNS>< -: 
atau Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satpol PP, 1. (satu) · - - 
rangkap sebagai arsip yang disimpan di Satpol PP. -- - - - - -- 

(2) Setiap pelanggar yang diberikan STBP wajib dicatat 
register pelanggaran di Satpol PP. 

Bagian Kesebelas 
Sifat dan Fungsi Penegakan Sanksi Administrasi dan/atatl- 

Pembebanan Biaya Paksaan PenegakanHukum - 
Pasal59 

(1) Penegakan sanksi administrasi dan/atau pembebananbiaya.paksctan./ •> 
penegakan hukum dilakukan berupa tindakan yang .bersifatpreventiL · 
dan represif non yustisial dalam pelaksanaan Peraturan [)aera.h, • . i < 

(2) Sifat preventif sebagaimana dimaksud padaayat'{I] dilakukan.melalui: < - 

a. penghentian pelanggaran; - - 
b. tindakan memperkecil resiko; 
c. menghentikan gangguan/bahaya dan kerugian; 
d. upaya mempersempit/melokalisasi darnpak; _ _ _ _ __ _ ... .; _. _ ._-_-- 
e. tindakan tertentu secara cepat, tepat dan terkoordinasiuntuk 

mencegah dan mengatasi dampak dari penyelengg;araan -- 
upaya penanggulangan; dan -- 

f. meminimalisasi kerugian masyarakat. _ 
(3) Sifat represif non yustisial sebagaimana dimaksud 

dilakukan melalui pengenaan sanksi berupa: _ ': - __ / •• .: • --_- --- i i . i 
a. tindakan hukum yang memberikan pembebanan kewajiban clan -- - 

tanggung jawab hukum; - - - - 
b. pembayaran sejumlah uang tertentu 

penegakan /pelaksanaan peraturan daerah; 
c. kewajiban melakukan perbuatan tertentu; dan 
d. memulihkan pada keadaan fungsi semula sebagai - 

adanya pelanggaran hukum. ··--- :..;..,.....:..;........ ~ ........ ..;.."""....,...."''T"""'.7"'""~",·-:-fT"""l 
!LARO 

mrt-ttm- 

Pasal 58 

c. pemasangan stiker/papan pengumuman 
dan/atau 

d. pengumuman di media massa dan media elektronik. 
(3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukari 

menjamin pemenuhan sanksi oleh pelanggar. _ _ 
(4) PPNS dan/atau Satpol PP yang telah rnemberikan STBFsebagah11ai1a 

dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 2 x 24 (dua kalivdua 
puluh empat) jam wajib menyarnpaikan laporan beserta berkas 
pelanggaran dan penyerahan barang bukti kepada Kepala Bidang 
Penegakan Peraturan Daerah Satpol PP. 

(5) PPNS dan/atau Satpol PP dapat menahan dan/atau mengamankan 
barang milik pelanggar sebagai jaminan untuk pelaksanaan . sanksi 
administrasi yang nilainya di atas sanksi administrasi. _ 

(6) Barang yang ditahan dan/ atau diarnankan terkait pelanggaran 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diambil yang 
bersangkutan, apabila telah melaksanakan .kewajiban .membayar.; 
denda administrasi dengan membawa STBP dan tanda --• bukti - 
pembayaran STBP. 

(7) Pengambilan barang sebagaimana dimaksud pada ayat i(S), 
rnewakilkan kepada orang lain dengan membawa .STBP dan 
bukti pembayaran STBP. __ _ .: _ 

(8) Format STBP dan tanda bukti pembayaran STBP sebagaimana 
dimaksud pada ayat (7), tercantum dalam Lampiran VI dan VIL§ang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubemur.ini. 



BAB XII 
PELAPORAN 

Pasal 62 

( 1) Satpol PP membuat laporan setelah 
meliputi : 
a. pembinaan dan penyuluhan; 
b. patroli; 
c. pengamanan; 
d. pengawalan; .··· .··.··.· . 
e. penanganan unjuk rasa dan kerusuhanmassa; dan: 
f. penertiban. 

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). ~ .. ~~=·,~=·-~~u~ ... 

selesai melakukan kegiatan dan . disertai 
pendukung. 

(3) Format laporan pembinaan clan penyuluhari .. 
pada ayat ( 1) huruf a tercantum dalam Lampiran 

(4) Format laporan patroli sebagaimana dimakshd .pad~ 
tercantum dalam Lampiran II. 

(5) Format laporan pengamanan 
huruf d tercantum dalam Lampiran III. 

(6) Format laporan pengawa..lan sebagaimana 
huruf d tercantum dalam Lampiran IV. 

(7) Format laporan penanganai1. · unjuk . rasa dan .: 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( I] huruf, e 
Lampiran V. 

(8) Format laporan penertiban sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran VI. 

BAB XI 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 61 
(1) Gubernur berwenang melakukan pembinaan 

terhadap Penyelenggaraan .Ketenteraman, 
Perlindungan Masyarakat, 

(2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan 
Ketenteraman, Ketertiban Umum dan ·· 
dilaksanakan oleh Satpol PP. 

( 1) Sanksi administrasi dikenakan' kepada . 
terbukti melakukan pelanggaran terhadap .· ln:i.,-,,. ...... ..-, 

Daerah. 
(2) Pembuktian terjadinya pelanggaran 

ayat ( 1) didasarkan pada: 
a. hasil pengawasan; 
b. upaya pembinaan tidak memberikan 

kepatuhan; 
c. tidak dilakukannya kewajiban sebagaimana 

oleh Peraturan Daerah; dan a tau 
d. tertangkap tangan. 

Pasal 60 



BERITA DAERAH PROVINS! KALIMANTAN BARAT TAHUN 

HARISSON 

Ditetapkan di Pontianak 
pada tanggal ,;i_ '.:s rnt'i o (', Q 'l 
SEKR TARIS DAERAH 

i 

PROVI, SI KALIMANTAN BARAT, 

.- . ,· .. 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tangga.l diunda11-gkan .. • < > 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengunclangan i 
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya · dalam·· B~rita. Da.(frahii 
Provinsi Kalimantan Barat. 

BAB XV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal66 

Perhitungan pemberian insentif berdasarkan pelaksanaanperintahtugas 
keclinasan yang disahkan oleh Kepala Satpol PP. · · · ·· 

BAB XIV 
PEMBIAYAAN 

Pasal 65 
Pembiayaan yang dikeluarkan dengan ditetapkannya 
Gubernur ini dibebankan pada: 
a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan ... · .·· .·.· .. · ... · ..••. ·· .·.· .•. · .... · .. .: 
b. sumber lain yang sah clan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan ( 

perundang-undangan. · . · . · . 

(1) Dalam rangka menunjang penyelenggaraan ketenterarnan, ketertiban 
umum dan perlindungan masyarakat, Pemerintah Daerah dapat 
memberikan insentif. . .• . .· .. · . .' ·. 

(2) Pemberian Insentif diberikan kepada anggota Satpol PP setiap kaH 
melaksanakan Penugasan yang dilaksanakan padahari dan waktu 
yang bersamaan. .. .· .··· .. .': 

(3) Besaran Insentif sebagaimana climaksud pada ayat (1) diteta.pkan· 
dengan Peraturan Gubernur berdasarkan pertimbangan obyektif 
dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah · · · · 
peraturan perundang-undangan. 

BAB XIII 
PEMBERIAN INSENTIF 

Pasal 63 

Pasal 64 



IV. PENUTUP 

III. HASIL YANG DICAPAI 

1. Waktu dan Tempat 
2. Personil 

3. Kegiatan 

II. PELAKSANAAN 

b. Tujuan 

2. MAKSUD DAN TUJUAN 

1. Dasar 

I. PENDAHULUAN 

LAMPIRAN I 
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT 
NOMOR TAHUN 2022 
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN 
TAHUN 2021 TENTANQ PENYELENQQARMN Trri,,,..;:ri·,,T,.....r:'1-r.·A 

UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAI{AT 

a. Maksud 



IV. PENUTUP 

III. I-IASIL YANG DICAPAI 

1. Waktu dan Tempat 
2. Personil 

3. Kegiatan 

b. Tujuan 

II. PELAKSANAAN 

2. Maksud dan Tujuan 

a. Maksud 

1. Dasar 

L PENDAI--IULUAN 

FORMAT LAPORAN HASIL 
PENANGANAN UNJUI(RASA DAN 

LAMPIRAN V 
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT 
NO MOR TAHUN 2022 .... 
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERA'fURAN 
TAI-IUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN 
UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAI{AT 



IV. PENUTUP 

III. BASIL YANG DICAPAI 

1. Waktu dan Tempat 

2. Sasaran Y an.g Ingin Dicapai 

3. Personil 

4. Kendala / Hambatan 

11. PELAKSANAAN 

b. Tujuan 

1. Dasar 

2. Maksud dan Tujuan 

a. Maksud 

I. PENDAHULUAN 

FORMAT LAPORAN BASIL PELAKSANAAN PENERTII3AN 

LAMPIRAN VI 
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT 
NOMOR TAHUN 2022 
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 
TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBA.N 
UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 



. . . . -· 

2. Apabila dalam 2 x 24 jam tidak memenuhi pembeban biayRpelaksaharin • ...•. ·. 
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Penyeleriggaraa.11 · 
Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyan1ka.t, seh~sa:r 
point 1 di atas maka saudara akan diproses dalam Pelru1ggara11. 'findalf ·. 
Pidana Ringan (TIPIRING) di Pengadilan Negeri Pontianak pada. waki:u 
yang ditentukan. 

Berkenaan dengan hal tersebut agar saudara: .. 
1. Membayar denda administrasi Peraturan Daerah Nomor A Tahun 2021 

Ten tang Penyelenggaraan Ketenteraman, .. · Ketertibah .·. 
Umum dan Perlindungan Masyarakat sebesar Rp ; .......•...... i .. < 

Yang melanggar ketentuan 
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 
Ketenteraman, Ketertiban Um um dan 

............................................................................... * * •••••••••••• ~ •' ~ -~ •. · " · .. 

Setelah kami melakukan pemeriksaan dilapangan ternyata sauda:ra/lJada.11 
terse but di atas melakukan kegiatan / • .. · 

Pekerjaan 
Jabatan 
Tempat Kejadian Pelanggaran 

Pekerjaan 

Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan pemetintah. 
Provinsi Kalimantan Barat, melakukan pemeriksaan terhadap sesecira11g cttau .. ·. 
badan dengan data sebagai berikut : 
Nama J Nama Badan 
No. Identitas 
Tempat/Tgl/Lahir 
Alamat 

. . . . ..................................................... · . 
... · .. •. . 

.. "' . . . . . .................................. ,;. . ., . Nama 
NIP 
Tempat/Tgl Lahir 
Alamat 

Pada hari ini tanggal bulan tahun 
sekitar pukul...... WIB, saya yang bertanda tanda tangan dibawah' inf : 

SURAT TANDA BUKTI PELANGGARAN (STBP) 
No / /POL.PP/ . 

FORMAT BLANKO SURAT TANDA BUKTI PELANGGARAN (STBP) 

LAMPIRAN VII 
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT 
NOMOR TAHUN 2022 
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH < .. . 

TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETER.TIBAN . 
UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 

KOP SURAT SATPOL PP 



( ) 

......... , . 

Demikian agar menjadi maklum dan 
atas perhatiannya diucapkan terima ksih. 

Pelanggar, 



( ) 

Pelanggar, 

Terbilang 

Denda Administrasi pelaksanaan Perda Nomor 4 

Penyelenggaraan Ketenteraman, 

Masyarakat, Pasal ; ., ; ) ..• 

Besaran Denda 

Tempat/Tgl Lahir 

Alamat 

Pekerjaan 

Jabatan 

Tempat Kejadian 

Pelanggaran 

No. STBP 

S udah terima dari 

Nama 

KOP SURAT SATPOLPP 

LAMPIRAN VIII 



r-·----- 
NO JAM 

r~~-------------··-- -··------~------'-r----'--'~'-'- 

rN_o __ + __ N_A_M_A_B_ARA __ N_G~-~--J_U_M_LAf_I~l~-I_{_O_N_D_r s_~1_·~1--~·-~· 

Pada hari ini . . . . . . . . . . Tanggal . . . . . . . . . . . . Pukul . . . . . .. . . WIB, telah me11erima. 
tugas dan tanggungjawab pengamanan/piketjaga .. , •...... ; ........•.. u,,, .. 7 .... i· 
selama . . . . . . . . . jam dalam keadaan . . . .. .. . . . . . . . . .. . . .. . . dengan 
sebagai berikut : 

NAMA PETUGAS 

HARI 

TANGGAL 

PUKUL 

B. LAPORAN MUTASI PENGAMANAN / PIKET JAGA 
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